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BAB IV 

PENUTUP 

 

A. KESIMPULAN 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis paparkan 

di atas dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Konvensi UNESCO 1970 memberikan kerangka normatif bagi pencegahan 

perdagangan ilegal dan pengembalian artefak budaya melalui mekanisme kerja 

sama antarnegara, namun pengaturannya bersifat terbatas karena tidak berlaku 

surut, bergantung pada kemauan politik negara pihak, dan tidak menyediakan 

mekanisme klaim langsumg yang mengikat. Instrumen pelengkap seperti 

Konvensi UNIDROID 1995 menawarkan mekanisme restitusi yang lebih tegas 

melalui jalur perdata dan memperluas subjek klaim, tetapi Indonesia belum 

menjadi pihak sehingga pemanfaatannya belum optimal dalam mendukung 

upaya repatriasi. 

2. Implementasi repatriasi artefak budaya yang dilakukan oleh Indonesia sudah 

sesuai dengan kerangka Konvensi UNESCO 1970. Hal ini tercermin dari 

dominannya penggunaan jalur diplomatik, kerja sama bilateral, serta 

keterlibatan kementerian dan lembaga museum dalam proses pengembalian 

artefak. Meskipun hukum nasional melalui Undang- Undang Cagar Budaya dan 

Undang-undang Pemajuan Kebudayaan telah memberikan dasar perlindungan 

warisan budaya, namun belum terdapat pengaturan khusus dan sistematis 

mengenai mekanisme repatriasi, sehingga pelaksanaannya masih menghadapi 

hambatan seperti dokumentasi, koordinasi kelembagaan, dan kepastian hukum.  
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B. SARAN 

 Berdasarkan temuan penelitian ini, beberapa saran yang dapat diajukan 

adalah sebagai berikut: 

1. Indonesia perlu melakukan kajian strategis untuk segera ratifikasi Konvensi 

UNESCO 1970 dan Konvensi UNIDROIT 1995, dengan mempertimbangkan 

kesiapan hukum dan institusional nasional, agar memiliki alternatif mekanisme 

repatriasi ketika jalur diplomatik dan kerja sama bilateral tidak menghasilkan 

penyelesaian. 

2. Penguatan inventarisasi dan dokumentasi artefak budaya Indonesia harus 

menjadi prioritas kebijakan, melalui sinergi antara kementerian, museum, dan 

komunitas akademik, sebagai dasar ilmiah dan historis yang kuat dalam 

pengajuan klaim repatriasi di tingkat internasional.   
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